
 

SALINAN 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 11 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan 
kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan 
memperhatikan perkembangan ekonomi dan kenaikan 
harga, perlu dilakukan penyesuaian dengan melakukan 
perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentangPenetapan Undang - Undang darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1820); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 
tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi Sarana dan 
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2017 Nomor 7); 
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12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentan.g 
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 24); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 24 
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAICYAT DAERAH KAB U PATEN 
KOTAWARINGIN BARAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin 
Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 
Nomor 24) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 10 

(1) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

(2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar 
sebesar 5% (lima persen), dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah 

b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan 
Anggota DPRD 

(3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan dilakukan setiap bulan dengan 
manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I bagi 
yang bersangkutan, termasuk suami/istri yang sah 
dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang 
sah. 

(4) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan 
kesehatan berupa Medical Check Up diluar cakupan 
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan 
yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
di Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah 
Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit 
Umum Pusat terdekat, tidak termasuk suami/istri 
dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya 
Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus) per orang. 
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2. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan 
perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 
melalui APBD. 

(2) Dalarn hal pemerintah daerah belum dapat 
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya 
bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan 
tunjangan perumahan setiap bulan yang besarannya 
didasarkan hasil appraisal adalah sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD sebesar Rp 19.359.000 (sembilan 
belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu 
rupiah) setiap bulan; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp sebesar Rp 
15.844.000,- (lima belas juta delapan ratus empat 
puluh empat ribu rupiah) setiap bulan; 

c. Anggota DPRD sebesar Rp 12.519.000,- (dua belas 
juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) setiap 
bulan. 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan 
Transportasi. 

(2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarannya 
didasarkan hasil appraisal sebesar Rp 14.800.000,-
(empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) setiap 
bulan. 

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 16 

(1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan 
kepada Pimpinan DPRD dan dian.ggarkan dalam 
program dan kegiatan Sekretariat DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa belanja persediaan makanan pokok 
dan kebutuhan rumah tangga lainnya. 

(3) Standar kebutuhan rumah tangga ditetapkan sebesar 
Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan. 

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan 
fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak 
diberikan belanja rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3). 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2021 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 29 Maret 2021 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TDD 

NUFtHIDAYAH 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 29 Maret 2021 

SEKFtETARIAS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TDD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 11 

Salinan ses ai dengan aslinya 
KEPALA B IAN HUKUM, 

ISNO PANDOW SH  
NIP. 19720616 199903 1 009 
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